"3 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 315/PM.00.02/K.K1-03/9/2024 Tenggarong, 27 September 2024
Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Kepala Badan dan Dinas (terlampir)
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-

Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun
2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Kartanegara Tahun 2024;
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B.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun
2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1137 Tahun
2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilhan Gubernur dan Wakil
Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara; dan

10. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Imbauan:

Sehubungan dengan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta
dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan
tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur
Negeri Sipil maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan beberapa

hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
yang berbunyi:
“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk
meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota .
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf (a) angka 5 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 yang berbunyi:
“Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan

penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi tahapan pelaksanaan kampanye.”



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
yang berbunyi:

“Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan

memperhatikan usul dari pasangan calon.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menyatakan

“Tahapan pelaksanaan Kampanye dimulai pada hari Rabu, 25 September s/d Sabtu,

23 November 2024.”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 yang menyatakan bahwa

1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha
milik negara/badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia
dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan
lain/perangkat Kelurahan;

2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam
kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;

3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa
kampanye harus memenuhi ketentuan: 1. menjalani cuti di luar tanggungan
negara; dan 2. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat 1
dan 2 yang berbunyi:

1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah salu
pasangan calon;

2) Pejabat negara, pejabat daerah, dan kepala desa dilarang menggunakan
kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan

calon.



7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawali

Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan bentuk

pelanggaran atas netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Memasanag spanduk/baleho/alat peraga lainnya terkait bakal calon/ Calon
peserta pemilu dan pemilihan ;

Sosialisasi/kampanye media social/online Bakal Calon/Calon (Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota);

Menghadiri deklarasi/Kampanye Pasangan Bakal Calon/Calon dan memberikan
Tindakan/dukungan keberpihakan;

Menjadi Anggota da/atau Pengurus Partai Politik;

Membuat unggahan, komen, menyebarkan, like, bergabung/follow dalam
grup/akun pemenangan bakal calon/calon (Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota);

Memposting pada media sosial/media lain yang dapat di akses publik, foto

bersama dengan

a. Bakal Calon/Calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali
Kota/ Wakil Wali Kota);

b. Tim Sukses dengan menunjukan/memperagakan simbol
keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/atau menggunakan latar
belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon/Calon
(Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali
Kota);

c. Alat peraga terkait Partai Politik/Bakal Calon/Calon (Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota).

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai

politik atau calon atau pasangan calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil

Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota) sebelum, selama dan sesudah kampanye

meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang kepada

ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat;

Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal

calon atau bakal pasangan calon atau calon (Gubernur/Wakil

Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota;

Membuat Keputusan/Tindakan yang dapat menguntungkan/Tindakan yang

menguntungkan/merugikan partai politik atau calon atau pasanagan calon

(Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota)

pada masa sebelum,selama dan sesudah masa kampanye;

10)Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan  bakal calon

(Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota)



11) Mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri calon (Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota) dengan tidak dalam
status cuti diluar tanggungan negara (CLTN).

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang

berbunyi:

“Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN),

anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, kepala desa, perangkat desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa

yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000,00".

9. Bahwa berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan
usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional
Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan
lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling
banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) .

10. Bahwa berdasarkan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:
Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kutai Kartanegara mengimbau:

1. Bahwa terhadap masih terdapatnya Reklame, Spanduk, Foto, Gambar, Video Tron dan
lain sebagainya yang masih menampilkan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara di lingkungan Pemerintahan atau milik Pemerintah
Daerah agar dapat di turunkun sebagai bentuk netralitas dari Pejabat Negara dan
Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemerintahan
Kelurahan/Desa, agar tidak terlibat sebagai peserta maupun ikut serta sebagai Pelaksana
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Guberur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024;



3. Agar Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan
Kelurahan/Desa menjaga netralitas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi
netralitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan tidak berpolitik praktis
yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat
keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Guberur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024; dan

4. Agar menginformasikan dan mengajak jajaran di bawahnya untuk berpartisipasi dalam
mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang damai, sejuk dan taat akan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Dalam hal adanya Temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari
masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun
2024 khususnya pada Tahapan Kampanye, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima
kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

TEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Pertinggal




Lampiran Surat |
Nomor : 315/PM.00.02/K.K1-03/9/2024
Tanggal : 27 September 2024

DAFTAR BADAN DAN DINAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Inspektorat Daerah
Sekretariat Daerah
. Sekretariat DPRD
. Satuan Polisi Pamong
. Dinas Komunikasi dan Informatika
. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
. Dinas Perhubungan
. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
. Dinas Perkebunan
. Dinas Pertanian dan Peternakan
. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
. Dinas Sosial
. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
. Dinas Pekerjaan Umum
. Dinas Pariwisata
. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
. Dinas Ketahanan Pangan
. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
. Dinas Kelautan dan Perikanan
. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
. RSUD AM Parikesit
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